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PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan
informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari
hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat
masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur
penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara
harapan dan kebutuhannya. Survei IKM bertujuan untuk
mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan publik secara berkala
sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka

peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam
proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai
adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien dan
efektif berbasis kebutuhan masyarakat. Suatu pelayanan dinilai
memuaskan apabila pelayanan tersebut dapat memenuhi
kebutuhan dan harapan masyarakat/pengguna layanan masyarakat
dan dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya

pelaksanan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada suatu

Lembaga l[ayanan publik.

Pelayanan publik oleh aparatur pemerintah dewasa ini masih

banyak dijumpai kelemahan sehingga belum dapat memenuhi
kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan
masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan
melaiut media massa, sehingga dapat menimbulkan citra yang
kurang baik terhadap aparatur pemerintah.

Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani
masyarakat maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan

kualitas pelayanan. Salah satu upaya untuk memperbaiki dan

meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah dengan melakukan



evaluasi dengan menyelenggarakan survei kepuasan masyarakat.
Dalam menjaga kualitas pelayanan secara terus menerus pada
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi
melakukan Tindak Lanjut atas Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
untuk mewujudkan Kepuasan Pengguna Layanan di Badan

Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi.

. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

(SKM) adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

3. Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan
Publik.
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. PEMBAHASAN HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

Berdasarkan survei kepuasan masyarakat di Badan
Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi dan hasil analisis
data yang telah dilakukan pada Periode Tahun 2025 diketahui
bahwa Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Badan Pengelola
Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi menunjukkan kategori yang

Baik, yaitu dengan nilai Interval konversi SKM 81,78.

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Periode Tahun 2024
menghasilkan nilai SKM, skor SKM, mutu layanan kinerja layanan

pada 9 (sembilan) pertanyaan sebagai berikut :



TABEL 2.1
Hasil Survel Kepuasan Masyarakat (SKM)

No Unsur IKM Pe::ll yu;:an
1 | Persyaratan {(U1) 3,29 B

2 | o :
3 | waktu penyelasaian (U3) 3,21 B

4 | Biaya/ Tarif (U4) 3,28 B

5 | Produk/ hasil layanan (U5) 3,25 B

6 | Kompetensi pelaksana (U6) 3,30 B

7 | Perilaku Pelaksana (U7) 3,36 B

8 | Sarana dan Prasarana (U8) 3,21 B

9 | Penanganan Pengaduan, Saran 3,67 A

dan Masukan (U9)

2. RENCANA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN SKM

Berkaca pada data di atas, dapat terlihat beberapa unsur
yang memeriukan intervensi lanjutan. Oleh karena itu, perlu disusun
sebuah rencana tindak lanjut perbaikan terhadap unsur-unsur
dengan nilai terendah. Untuk memastikan rencana tindak lanjut
dapat diimplementasikan dan ditindaklanjuti dengan baik, maka
perlu disusun skala prioritas perbaikan unsur yang terdiri dari 3
unsur dengan nilai terendah. Kerangka tindak lanjut dari ketiga
unsur tersebut, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



TABEL 2.2

Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan SKM

Prioritas Unsur Program/Kegiatan Waktu Penanggung
Jawab
Transformasi proses Januari-
September
Wakiu CelRyRhEan 2026 BPPRD Kota
Penyelesaian | Penambahan loket Oktober- Jambi
layanan/pembayaran SR e
Y P Y 2026
Sosialiasi Layanan Januari-Juni
: 2026
Pajak Daerah BPPRD Kota
Produk Monitoring dan Juli-Desember Jambi
. 2026
evaluasi terhadap
prosedur pelayanan
Penambahan aspek
: . Oktober- BPPRD Kota
Sarana dan fisik area parkir Desember Jambi
Prasarana Adanya area Khusus 2026
Bagi Kaum Rentan
BAB Il
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MASYARAKAT

1. IMPLEMENTASI! TINDAK LANJUT SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

Berdasarkan rencana tindak lanjut yang telah disusun, maka

implementasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

TABEL 3.1

implementasi Tindak Lanjut Survei Kepuasan Masyarakat

Prioritas Unsur | Rencana Tindak Deskripsi Tindak Lanjut
Lanjut
Transformasi Pengoptimalan penggunaan Fitur
Waktu proses E-SPTPD bagi wajib Pajak
Penyelesaian | Pelayanan Daerah untuk melakukan




pelaporan dan pembayaran
Pajak Daerah dengan membantu
wajib pajak tata cara aktivasi

akun, langkah-langkah pengisian
pelaporan hingga tata cara
pembayaran secara online

— O e

Produk

Penambahan Telah menambahkan loket

loket layanan/ [Pelayanan pada Layanan PBB

pembayaran vang sebelumnya hanya 2 Loket
PBB menjadi 3 Loket PBB
beserta perangkat pendukung
guna mengurai antrian layanan
Loket Pajak PBB.

Sosialiasi Melakukan Sosialisasi ke Wajib

Layanan Pajak
Daerah

Pajak baik secara langsung
maupun media sosial terkait
Layanan Pajak Daerah berupa
pemanfaatan E-SPTPD

Monitoring dan

Melakukan Pengembangan

Sarana dan
Prasarana

evaluasi Pelayanan Pemungutan Pajak

terhadap Daerah dengan memberikan

prosedur kuisioner kepada Wajib Pajak

pelayanan atas layanan yang diterima wajib
pajak

Penambahan Melakukan pemisahan area pakir

aspek fisik area

parkir

bagi pegawai dan bagi
pengunjung serta petunjuk marka
area parkir bagi kendaraan roda

Adanya area
Khusus Bagi
Kaum Rentan

Membuat jalur step
lobby/ramp/jalan landai dan
Guilding Block bagi pengguna
layanan Kaum Rentan
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1. KESIMPULAN

Berdasarkan data-data dalam pelaksanaan tindak lanjut tersebut,
sekiranya dapat ditarik kesimpulan yaitu :

1. Tindak jlanjut yang telah dirumuskan berkaitan dengan hasil Survei
Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan pada Periode Tahun 2025
telah dilaksanakan oleh penanggung jawab dan pelaksana pelayanan
publik pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi
sehingga diharapkan pengguna layanan dapat merasa puas dan
memberikan apresiasi yang tinggi terhadap pelayanan publik yang
diberikan,

2. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah telah menindaklanjuti

rencana tindaklanjut sebanyak 100% (presentase dihitung dan realisasi

tindaklanjut / jumlah rencana tindak lanjut x 100%)

Kota Jambi, 16 Januari 2026
Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi
~~Daerah
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1. OPTIMALISASI LAYANAN E-SPTPD
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3. SOSIALISASI E-SPTPD




4. Monitoring dan evaluasi terhadap prosedur pelayanan




A Wertitng Welh Pajsh

1 Name teahe

2  Nava panlih/penenggung jeweh
3 Jerm waba

4. Nenal e
B Nevex Poick Wl Pymb Daarsh (NFWPDNOPFD)

B Kagmtwhon Pajok

§ Apehsh Bupah/itu et rtefisr sebagsi Wepb Pajah Deevsh?

T Apwksh pelaporan dan pumtsayeran PRJT digindan secora nr oohmp buian?

t.mmmmmmmm
pajak?

§. Jku porrwh, apa barvinia yong dihadapi?

C Polpasme (PP RD

W baponera poninus Bapen©a Wwhadey pEmERIn yanng Abevan oleh
gt PP

11 Apstsh miprmas fepmgemm e 2ora PUIRGE S Jan PEERCnArEn PR aaiah
Puuinh Spahgre ?

12 Apwkah ot vewrberham gargsiessn yBag wies dasl waitindon agwrget?

13 Apatcth Bapmt by parreh Barswniaslion inyenan DeElIporan Shiey PRI PZaR
RSk SeCrA Slubircrek (ovisvay?

1 Jha . epakah ySnsn WAool Mudeh tepunahan?

B Kandale don Masuhes

N Ketan spa yusey paing sarmg $hadeps S50 mamidudie Remmjdan Darpayehan
Aamran?

17 Apatuh Wrdupal Sariate MRS CENGEUASET Shtirn MIRDEYIrI Sl PERRCT I
payak?
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5. Penambahan aspek fisik area parkir

Marka Parkir Roda 4

Area Parkir Pegawai
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6. Jalur step lobby/ramp/jalan landai dan Guilding Block bagi
pengguna layanan Kaum Rentan
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